PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG

KAKI LIMA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN COLOMBO,






















































































PERANAN SATUAI\T POLISI PAMONG PRAJA I}AI.AIVI I}IENEGA.KKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NO. 11 TAHUN 2OO4
TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN COLOMBO,







Dosen Pembimbing pada tanggal 24 Mei 2011
Doscn Pembimbing II,





Percayalah Tuhan memberikan yang terbaik. 
 
Tetap semangat meskipun berat. 
 






















Penulis persembahkan Penulisan Hukum/Skripsi ini kepada: 
 
Keluargaku yang Tersayang 
 




Semua teman-temanku yang telah banyak 













Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul 
“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM 
MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN 
NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA 
TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN COLOMBO, 
KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, PROPINSI DIY”. 
Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih 
kepada yang terhormat: 
1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
3. Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan R. Sigit 
Widiarto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II. 
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
5. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. 
7. Kepala Seksi Pembinaan Dan Operasional Ketentraman Dan Ketertiban, 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. 
8. Staf Tata Usaha, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. 
9. Kepala Desa Catur Tunggal. 





11. Responden (Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Jalan Colombo). 
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu sumbangan dari pembaca dalam bentuk saran dan kritik 
akan bermanfaat bagi penyempurnaan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga 
Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. 
 
             Yogyakarta, 9 Maret 2011 
         Penulis 
 



















The report/this skript titled “PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN 
NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP 
PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN COLOMBO, KECAMATAN DEPOK, 
KABUPATEN SLEMAN, PROPINSI DIY”. The main law problem from the report 
is how far the role play of the “Satpol PP” Police taking care the Regional 
Sleman Rules Number 11 Year 2004 to the object of “PKL”. The aim of the 
research are to knowing the existences of “Satpol PP”; to knowing the obstacle 
which passed through by the “Satpol PP”; and to knowing the effort in which 
“Satpol PP” do to solve all the obstacle to erect  of Regional Sleman Rules 
Number 11 Year 2004 to the “PKL” spesificly on the Colombo Street, Sub Depok, 
Sleman District, DIY Province. This kind of law observation is the law empirical 
observation and data analysis that was got by making qualitative analysis. The 
method used to give conclusion was the inductive thinking method. The result of 
the research is considering by the conclution of Setiharno, S.IP. as “Kepala Seksi 
Pembinaan Dan Operasional Ketentraman Dan Ketertiban”, the function is 
Satpol PP as far is do acts that consist of persuacive way, such as guiding; 
obstacle which fased by “Satpol PP” are no head Regional Sleman Rules, no 
head Regional Sleman Rules in which pointing about “PKL” guidances, minimum 
of “Satpol PP” personil, and goodless operational facilities of “Satpol PP”, 
several ways that can done are waiting for the agreement/stampted head Regional 
Sleman Rules, applying an application of recruitment of personel, and using 
private vehicle as operational good. The advise for the regional goverment are to 
legalize as soon as possible Head Regional Sleman Rules wich consisted by rules 
that guiding about “PKL” arrangement, adding personels of  “Satpol PP” as 
many as it required, and adding operational vehicle goods of “Satpol PP” is it 
needed. 
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